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KEPUTUSAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

PROVINSI SUMATERA BARAT 
NOMOR : 8/SB/2021 

 

TENTANG 

 
PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

PROVINSI SUMATERA BARAT TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH  

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 7 TAHUN 2008  
TENTANG RPJPD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2005-2025  

UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

PROVINSI SUMATERA BARAT, 

 
Menimbang : a. bahwa Gubernur Sumatera Barat pada Rapat Paripurna 

tanggal 10 September 2020 telah menyampaikan secara 

resmi Nota Pengantar terhadap Rancangan Peraturan 

Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Perubahan Atas 

Perda Nomor 7 tahun 2008 tentang RPJPD Provinsi 

Sumatera Barat Tahun 2005-2025; 

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana 

dimaksud huruf a, telah dibahas Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Provinsi bersama Kepala Daerah sesuai 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 

Sumatera Barat tentang Persetujuan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap 

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 

tentang Perubahan Atas Perda Nomor 7 tahun 2008 

tentang RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-

2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah; 

 
 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 
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2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 

2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4700); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang 

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksananan 

Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 

Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4663); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang 

Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah  dan Rencana Kerja Pemerintah; 
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8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 

Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan jangka 

Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-

2025; 

9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 

Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata 

Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 

Sumatera Barat; 

Memperhatikan : 1. Hasil Pembahasan Panitia Khusus Perubahan Atas 

Perda Nomor 7 tahun 2008 tentang RPJPD Provinsi 

Sumatera Barat Tahun 2005-2025, yang disampaikan 

pada Rapat Paripurna tanggal 5 Maret 2021; 

2. Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi yang disampaikan pada 

Rapat pembahasan Akhir Rancangan Peraturan Daerah 

Perubahan Atas Perda Nomor 7 tahun 2008 tentang 

RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 

tanggal 5 Maret 2021; 

 

 
MEMUTUSKAN 

Menetapkan :  

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Provinsi 

Sumatera Barat tentang Perubahan Atas Perda Nomor 7 

tahun 2008 tentang RPJPD Provinsi Sumatera Barat 

Tahun 2005-2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan 

Daerah Provinsi Sumatera Barat. 

KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud 

dalam diktum KESATU sebelum ditetapkan menjadi 

Peraturan Daerah terlebih dahulu dilakukan persetujuan 

bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 

Sumatera Barat dengan Pemerintah Daerah yang 

dituangkan dalam Nota Persetujuan Bersama, dan 

ditandatangani oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Provinsi Sumatera Barat bersama Gubernur 

Sumatera Barat. 
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KETIGA : Nota Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam diktum 

KEDUA diatas, merupakan lampiran yang tidak 

terpisahkan dari Keputusan ini. 

KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 

Sumatera Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 
 

Ditetapkan di  Padang 

Pada tanggal  5 Maret 2021 
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